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ABSTRACT 

This research is aimed to study informations about forest covered area that has been suffered from 

deforestation and forest degradation. This research is related with implementation of governmental 

commitment to implement REDD +. Firstly researcher examined the historical development of forestry 

policies from 1967 where forestry concession system was carried out to about 1990 which export of log 

was prohibited, and development of ply wood and paper wood industries for export was stimulated. In 

this term, the rate of deforestation and forest degradation was increased mainly in Sumatera and  

Borneo. Secondly researcher examined the development of concessional forms, such as HPH, HTI, HGU 

and APL, and in the unplanned incidents such as illegal logging and forest encroachment  which 

spreaded were throughout the major islands in Indonesia. From the results of this research, it was  

seemed that the deforestation and forest degradation still have been carried out at the same time with 

development of forestry policies whether planned or unplanned. Since 1985 until 2009, the deforestation 

area reached 45.27 million hectares, and in 2012 forest degradation area reached 41 million hectares. 

This research used descriptive method as well as literature approach. The result of this research was 

described, mentioned interpreted and compiled in the form of papers. From the result of this research, 

researcher concluded that development of forestry policies for forestry sectores to take counter measure 

of climate change is far from the ideal, because essentially accumulation of policies were disturbed with 

governmental commitment for  implementing REDD + activities. 

Keywords: forestry policies, governmental commitment, REDD + 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji informasi tentang luas tutupan hutan yang telah mengalami 

kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan komitmen 

pemerintah dalam mengimplementasikan REDD+. Permasalahan yang dikaji pertama adalah sejarah 

perkembangan kebijakan sektor kehutanan sejak diberlakukan sistem konsesi hutan tahun 1967 

sampai pada larangan mengekspor kayu gelondongan dan merangsang pengembangan  industri  

kayu lapis dan kertas untuk diekspor sekitar tahun 1990, yang mempengaruhi laju deforestasi dan 

degradasi hutan terutama yang berada di Sumatera dan Kalimantan pada saat itu. Permasalahan 

kedua adalah perkembangan kebijakan pembangunan di sektor kehutanan baik dalam pembangunan 

yang di rencanakan berupa konsesi hutan seperti HPH, HTI, HGU dan APL maupun yang tidak 

direncanakan seperti pembalakan liar dan perambahan hutan yang menyebar di seluruh pulau-pulau 

besar di Indonesia. Dari hasil kajian laju deforestasi dan degradasi hutan masih berjalan  seiring 

dengan perkembangan kebijakan pembangunan kehutanan baik yang direncanakan maupun yang 

tidak direncanakan, masing-masing berkisar 45,27 juta hektar dalam periode 1985-2009 dan dalam 

tahun 2012 berkisar 41 juta hektar. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan 

pendekatan peraturan dan perundangan serta pendekatan kepustakaan. Hasil kajian ini kemudian 

dideskripsikan, dinarasi serta diinterpretasi dan disusun dalam bentuk makalah. Dari hasil kajian dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan sektor kehutanan dalam menyikapi perubahan iklim 

masih jauh dari harapan karena terjadi tumpang tindih kebijakan yang pada dasarnya menghambat 

komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kegiatan REDD+. 

mailto:crescentbali@indo.net.id
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I. PENDAHULUAN 

Hutan Indonesia merupakan hutan tropis dengan flora dan faunanya yang beragam 

dan sangat menarik perhatian dunia dengan luas awalnya 144 juta hektar kini hanya tersisa 

sekitar 130,68 juta hektar. Tetapi dengan laju deforestasi yang mencapai 1,5 juta hektar per 

tahun dunia internasional sangat mencemaskan karena kondisi hutan yang semakin 

menurun. Rekor Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya dan tanggung jawabnya 

tidak menentu, kerusakan hutan akibat kegiatan deforestasi dan degradasi hutan terus 

berjalan tahun demi tahun seiring dengan implementasi kebijakan pembangunan dengan 

dalih untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa isu perubahan iklim akan terus berlanjut seiring dengan laju kegiatan 

pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kepedulian pemerintah 

dalam menyikapi dampak perubahan iklim di lapangan masih jauh dari harapan. Kepedulian 

ini nampak jelas pada kebijakan sektor kehutanan yang telah berlangsung sejak 

diberlakukannya sistem konsesi hutan pada tahun 1967 yang merangsang para pemegang 

konsesi hutan membalak kawasan hutan yang luas di luar Jawa. Deforestasi dan degradasi 

hutan semakin menjadi-jadi ketika diberlakukannya larangan ekspor kayu gelondongan dan 

merangsang para pengusaha untuk mengembangkan industri pengelolaan kayu lapis.  

Jumlah industri kayu lapis meningkat tajam dan pada tahun 1990 mampu menghasilkan 12,6 

juta m3 per tahun. Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) berkembang pesat yang 

memproduksi kayu lapis kemudian di ekspor sehingga menciptakan kartel pemasaran yang 

efektif (Barr, 1999). 

Dua perundangan yang mendasari kegiatan ini yang ditetapkan pada tahun 1967 yaitu 

UU tentang Penanaman Modal asing (UU No. 1/1967) dan UU tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967). Sejak itu industri kehutanan mengalami tiga tahap 

perkembangan dengan titik berat berbeda pada tiap tahapan. Tahapan pertama (1967-1979) 

titik beratnya adalah ekspor kayu bulat; tahap kedua (1980-1990) memfokuskan pada 

pengembangan industri kayu lapis dan tahapan ketiga sepanjang tahun 1990-an lebih 

menitik beratkan pada pengembangan industry pulp (bubur kayu) dan kertas (Harjono, 

1994:21). 

Lahirnya UUPK 1967 tidak dapat membendung arus kekuasaan HPH (Hak 

Pengusahaan Hutan) yang mengusir masyarakat di dalam kawasan hutan yang pada  

dasarnya kehilangan hak adat mereka atas sumber daya lokal dan akhirnya masyarakat 

disekitar hutan terpinggirkan dan terangsang untuk merambah hutan untuk didudukinya. 

Perambahan hutan semakin meningkat akibat adanya jalan-jalan utama (main road) dan  

jalan cabang di setiap konsesi HPH. Sumatera yang dulu kaya sumber daya hutan sebagian 

besar sudah di konversi menjadi perkebunan. Kemudian Kalimantan  mulai mengikuti    jalan 
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yang sama (Pelzer, 1982). Mackinnon (1950) mengatakan bahwa 60% pulau Kalimantan 

masih tertutup hutan tetapi angka itu sudah jauh menurun sejak saat itu. 

Dari hasil kajian ini laju deforestasi dan degradasi hutan masih berjalan seiring 

dengan perkembangan kebijakan pembangunan baik yang direncanakan (konsesi hutan) 

maupun yang tidak direncanakan (pembalakan dan perambahan) hutan. Kondisi ini 

dibuktikan dengan luas hutan yang mengalami deforestasi untuk periode 1985-2009 yang 

mencapai 45,27 juta hektar. Sedangkan degradasi hutan sekitar 41 juta hektar akibat 

pembalakan liar (Ardhana, 2014). Hasil analisis tutupan hutan yang dirilis pada tahun 1985- 

2000 mengalami deforestasi sekitar 30,12 juta hektar sedangkan tahun 2000-2009 telah 

mengalami deforestasi sekitar 15,158 juta ha dengan laju deforestasi 1,51 juta per tahun 

(FWI, 2011; Ardhana, 2014). 

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sudah banyak dilakukan oleh pemerintah 

dengan melaksanakan inisiatif kebijakan kementerian kehutanan dengan membuat RAN GRK 

dan RAD GRK serta implementasi REDD+ dan kegiatan lainnya seperti melaksanakan 

workshop diberbagai propinsi dan kabupaten patut diapresiasi. Namun bisakah komitmen ini 

akan membuahkan hasil kalau tidak ada kesamaan komitmen dari seluruh stakeholder 

termasuk pemerintah, pihak swasta dan masyarakat terutama dalam pengembangan 

kebijakan pembangunan yang pada kegiatannya bertentangan dengan kegiatan REDD+. 

Dari latar belakang yang diuraikan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

kebijakan sektor kehutanan dalam menyikapi perubahan iklim sejak tahun 1967 sampai  

tahun terakhir ini. 

 

II. METODE 

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan 

peraturan dan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan yaitu dengan bersumber 

dari hasil laporan analisis dari Forest Watch Indonesia yang telah dimodifikasi, Departemen 

Kehutanan, Dirjen Planalogi, Biro Pusat Statistik dan beberapa buku/literature, hasil 

kajian/penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Hasil kajian ini kemudian 

dideskripsikan, dinarasi serta diinterpretasi dan disusun dalam bentuk makalah. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. PERKEMBANGAN 

Deforestasi 1967 - 2000 

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU 

No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri untuk bergerak dibidang 

pengusaha hutan mengakibatkan berkembangnya pengusahaan asing dan dalam negeri 

untuk meningkatkan peranan sektor kehutanan dalam memacu pembangunan di Indonesia. 
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Luas hutan yang terdeforestasi telah meningkat dari 600.000 ha di tahun-tahun 1981- 

1985, menjadi 900.000 ha di tahun 1989. Untuk mengurangi kegiatan deforestasi pemerintah 

telah mengeluarkan tata cara penebangan yang baru melalui surat keputusan Dirjen 

Kehutanan Nomor 35/kpts/DD/I/1972 tentang Pedoman Tebang Pilih Indonesia (TPI), yang 

mengandung semangat pelestarian hutan. Sampai tahun 1988 sebagian besar para 

pemegang HPH tidak konsisten melakukan TPI. 

Kegagalan pelaksanaan TPI melahirkan Konsep Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) 

dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang biayanya diambil dari Dana Jaminan Reboisasi (DJR). 

Konsep ini bertujuan untuk memulihkan kembali lahan-lahan kosong akibat  kegiatan TPI 

agar segera ditanami kembali dan untuk lahan yang tutupan hutannya mengalami kerusakan 

serius akibat kegiatan TPI di konversi menjadi HTI. Ketegasan pemerintah membangun HTI 

adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar bahan baku kayu lapis yang diperkirakan 

memerlukan lahan seluas 6,2 juta ha. 

Dalam UUPK tahun 1967, secara jelas mengatur seluruh prosedur pengelolaan hutan 

dan pemerintah juga memberikan kemudahan pihak swasta untuk mendapatkan izin  

memiliki HPH dengan syarat membayar biaya konsesi kepada pemerintah dan menyerahkan 

sejumlah royalty. Dengan dikeluarkannya izin patungan (joint enterprise) antara perhutani 

dengan perusahaan Jepang (Chopdeco) yang beroperasi di Kalteng dengan perimbangan 

pengusaha nasional 2,1 juta hektar, mitra asing 3,9 juta ha dengan total pemanfaatan hutan 

(deforestasi) seluas 6 juta ha. Dengan cepat, jumlah hutan yang dijatahkan hutan untuk HPH 

membengkak. Pada tahun 1978 lahan seluas 35, 9 juta ha telah dikelola oleh 383 pemegang 

HPH dan tahun 1987 telah meningkat menjadi 564 pemegang HPH dengan luas kawasan 

55,468,35 juta ha, seperti terlihat pada Tabel 1 dibawah ini. 

 

Tabel 1. Hak Penguasa Hutan Per Propinsi (sampai 1987) 
 

No. Provinsi Total Luas Hutan 

  Unit (1.000 Ha) 

1 Aceh 20 1.456,50 

2 Sumatera Utara 15 1.403,50 

3 Sumatera Barat 12 912,00 
4 Riau 63 6.072,00 

5 Jambi 27 2.408,00 

6 Sumatera Selatan 22 2.041,00 
7 Bengkulu 5 411,00 

8 Lampung 4 183,60 
9 Kalimantan Barat 64 6.348,50 

10 Kalimantan Tengah 110 11.038,00 

11 Kalimantan Selatan 16 1.487,50 

12 Kalimantan Timur 102 11.924,25 
13 Sulawesi Selatan 10 03,50 

14 Sulawesi Tengah 20 2.214,00 

15 Sulawesi Utara 4 492,00 
16 Sulawesi Tenggara 2 244,00 

17 Nusa Tenggara Barat 2 30,00 

18 Maluku 25 2.582,00 

19 Irian Jaya 15 3.617,00 

 Total 564 55.468,35 

Sumber: Bagian Perencana dan Program, Departemen Kehutanan, 1986 
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Sekitar tahun 1984 keluar peraturan Pemerintah No. 17 tentang kewenangan 

pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri. Kebijakan peningkatan ekspor non- 

migas sebagai konsesi ekonomi nasional tidak disadari telah melalap kawasan hutan yang 

lebih luas. Industri kayu lapis Indonesia mampu bersaing perusahaan sejenis dibeberapa 

Negara seperti di Jepang dari 450 pabrik hanya tinggal 6 pabrik industry kayu lapis pada saat 

itu dan berkembang sangat pesat. 

Pada bulan Oktober 1989 pemerintah tiba-tiba mengeluarkan peraturan baru yaitu 

meningkatkan pajak ekspor kayu gergajian sebesar $ 250 – US $ 2400 per meter kubik, 

merangsang pertumbuhan industri kertas dan pulp semakin tinggi. Para pengusaha tidak  

lagi menebang kayu-kayu berdiameter besar melainkan cukup kayu bakau atau kayu jenis 

lunak walaupun demikian tetap juga mengeksploitasi hutan tropis dan memperluas 

terjadinya deforestasi. 

Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk keperluan non kehutanan  juga 

merupakan bagian dari luas lahan terdeforestasi dan meningkat dua kali lipat sejak Maret 

1986 sampai Maret 1987 seperti terlihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Luas Kawasan Hutan yang Dialokasi untuk Keperluan Non-Kehutanan 
 

No. Keperluan Luas (ha) Luas (ha) 

  (sampai 

Maret '86) 

(sampai 

Maret '87) 

1 Pertanian pangan 39.400 39.400 
2 Perkebunan 2.959.055 2.966.555 

3 Perikanan 70.717 70.717 
4 Peternakan 97.300 97.300 

5 Pertambangan   
 - eksplorasi 1.825.766 5.097.540 

 - eksploitasi 953.924 1.901.950 

 - dll 8.393 14.273 

6 Transmigrasi 1.072.940 2.837.316 

 (termasuk pemukiman   
 kembali)   
 Total 7.026.495 13.025.053 

Sumber : Departemen Kehutanan dan Biro Pusat Statistik, 1986 
 

Laju deforestasi Indonesia periode tahun 1985-2009 yang di integrasikan dari data 

FWI/GFI, 2001 seluas 1,8 juta per tahun, dari Departemen Kehutanan, 2005 seluas 2,84 juta 

hektar/tahun dan dari hasil analisis FWI seluas 1,51 juta hektar/tahun maka besaran 

deforestasi dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Laju Deforestasi Indonesia Periode Tahun 1985-2009 
 

Rentang Interval Tahun Laju Deforestasi TotL 

(juta hektar) 

1985-1997* 12 1,80 21,60 

1997-2000** 3 2,84 8,52 

2000-2009* 10 1,51 15,15 

Total   45,27 

Sumber: * FWI/GFW, 2001. “Potret Keadaan Hutan Indonesia” 

** Departemen Kehutanan, 2005 
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Rehabilitasi Lahan Kritis 

Untuk menghutankan kembali lahan kritis pemerintah telah meningkatkan rehabilitasi 

lahan kritis seperti terlihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rehabilitasi Lahan Kritis, Hasil yang Dicapai dan Target yang Belum Terselesaikan Tahun 1989 
 

Program Rehabilitasi Lahan Kritis (ha) 

No. Wilayah    Penghijauan   Penghutanan Kembali  

  Terselesaikan Sisa Terselesaikan Sisa 

1 Sumetera 1.323.003 2.298.600 493.58 1.405.900 

2 Jawa 3.045.126 1.188.500 - - 
3 Nusa Tenggara 468.811 1.225.900 124.654 1.034.500 

4 Kalimantan 137.693 1.165.300 205.772 1.798.300 

5 Sulawesi 835.016 965.200 395.893 1.099.300 
6 Maluku 4.896 330.400 1.915 305.400 

7 Irian Jaya - 95.800 - 186.800 
8 Kepulauan lain - - - - 

 Total 5.814.545 7.269.700 1.221.814 5.830.200 

Sumber : Anon (1990) 

 

Deforestasi 2000 - 2014 

Berdasarkan hasil analisis tutupan hutan antara tahun 2000 sampai tahun 2009 yang 

dirilis dari FWI (2011) Indonesia telah mengalami deforestasi sekitar 15.158.926,59 hektar 

dengan laju deforestasi 1.515.892,66 hektar/tahun yang menyebar diseluruh pulau-pulau 

Indonesia (Ardhana, 2014). 

Berdasarkan data tahun 2009, di dalam konsesi HPH, HTI dan HGU (Hak Guna Usaha) 

masih terdapat tutupan hutan seluas 22,77 juta hektar, yang berada di dalam konsesi HPH 

seluas 20,42 juta hektar, di dalam konsesi HTI seluas 1,57 juta hektar dan di dalam HGU 

seluas 0,77 juta hektar (Tabel 5). 

 

Tabel 5. Luas Tutupan Hutan di dalam Konsesi Tahun 2009 (Hektar) 
 

 

 

Pulau 

 

 

HPH 

 

 

HTI 

 

 

HGU 

 

Total 

Tumpang 

Tindih 

HPH, HTI, 

HGU 

 
 

Selain HPH, 

HTI dan HGU 

Total 

Keseluruhan 

 

Sumatera 
 

1.070.678,80 
 

682.732,65 
 

19.437,92 
 

1.772.849,37 
 

56.561,76 
 

9.975.752,27 
 

11.805.161,39 

Jawa - - - - - 897.978,82 897.978,82 

 

Bali Nusra 
 

- 
 

2.108 
 

- 
 

2.108 
-  

1.179.495,53 
1.181.603,75 

Kalimantan 8.854.978,79 426.007,68 759.781,11 10.040.767,58 299.854,01 17.009.621,63 27.350.243,23 

Sulawesi 1.077.089,06 35.792,89 - 1.112.881.95 - 7.929.463,23 9.039.345,18 

Maluku 852.380,67 19.949,03 - 872.329.7 5.283,95 2.879.501,48 3.757.115,13 

 

Papua 
 

8.566.145,35 

 

411.804,56 

 

- 

 

8.977.949.91 

-  

25.161.042,79 
34.138.992,70 

 

Total 

20.421.270,6 

6 

1.578.395,0 

3 

 

779.219,03 

 

22.778.886,51 

 

361.699,72 

 

65.029.855,76 

 

88.170.440,19 

Sumber : Forest Watch Indonesia, 2011 data dimodifikasi 

 

Selain itu ditemukan luas tutupan hutan dalam areal yang penggunaan lahannya 

tumpang tindih antara HPH, HTI dan HGU seluas 361.699,72 hektar. Tutupan hutan terluas 
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dari HPH, HTI dan HGU berada di Kalimantan yaitu seluas 10,04 juta hektar diikuti oleh  

Papua seluas 8,97 juta hektar dari HPH dan HTI. 

Usulan perubahan luas hutan menjadi APL (Areal Penggunaan Lain) berdasarkan draft 

RTRWP adalah seluas 15.667.432,28 ha (Dirjen Planologi, 2010, Ardhana 2014). 

 
Rehabilitasi hutan dan pembangunan DAS 

Sampai tahun 2014 sekitar 2,5 juta hektar sudah menjadikan target pemerintah untuk 

merehabilitasi hutan seperti yang disajikan dalam Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rehabilitasi Hutan Periode Tahun 2010-2014 
 

Tujuan 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah 

Konservasi 100,000 ha 100,000 ha 100,000 ha 100,000 ha 100,000 ha 500,000 ha 

DAS (daerah 

aliran 

sungai) 

- 389,000 ha 488,000 ha 537,000 ha 540,000 ha 1.954,000 ha 

Rehabilitasi 

hutan kota 

2,000 ha 1,000 ha 2,000 ha 2,000 ha - 6,000 ha 

Mangrove 

dan rawa- 

rawa 

- 1,000 ha 10,000 ha 10,000 ha 10,000 ha 40,000 ha 

Jumlah 102,000 ha 500,000 ha 600,000 ha 648,000 ha 650,000 ha 2,500,000 ha 

Sumber : Kehutanan Indonesia, 2011 

 

Untuk mendukung penanaman hutan dalam Jumlah besar dan untuk tujuan 

rehabilitasi lahan, Kementerian Kehutanan telah membangun 8000 kebun bibit rakyat pada 

tahun 2010. Dan akan dibangun lagi 15.000 kebun bibit rakyat setiap tahun sampai tahun 

2014. Setiap kebun bibit rakyat akan memproduksi sebanyak 50.000 bibit per tahun. 

Disamping itu sebanyak 23 kebun bibit permanen dibangun di 20 propinsi dengan  produksi 

500.000 bibit per unit per tahun. 

B. PEMBAHASAN 

Dari hasil data ini hanya dibahas deforestasi dan degradasi hutan secara umum dari 

sejumlah data kompilasi dari beberapa literature dan di analisis dengan tujuan untuk 

mengkritisi kebijakan sektor kehutanan dalam menyikapi perubahan iklim. 

Dari hasil kajian deforestasi 1967-2000, nampak jelas bahwa sejak ditetapkannya UU 

No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 5/1967 tentang Ketentuan- 

Ketentuan Pokok Kehutanan, perkembangan industri kehutanan berjalan sangat pesat dan 

mengalami tiga tahap perkembangan, tahap pertama (1969-1979) tahap ekspor kayu bulat; 

tahap kedua (1980-1990) pengembangan industri kayu lapis dan tahap ketiga sepanjang 

tahun 1990-an pengembangan industri pulp dan kertas. Kebijakan sektor kehutanan yang 

mengarah kepada deforestasi yang direncanakan seperti pemberian HPH untuk 

mengeksploitasi hutan secara besar-besaran walaupun telah ada tata cara penebangan 

sistem TPI yang membatasi penebangan pohon berdiameter di atas 50 cm dengan tujuan 

agar rotasi penebangan selama 35 tahun degan pertumbuhan diameter 1 cm per tahun 
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dapat berjalan berkesinambungan. Namun sebagian besar para pemegang HPH tidak 

konsisten untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada dalam SK Dirjen 

Kehutanan No. 35/kpts/DD/I/1972 yang mengakibatkan laju deforestasi dan degradasi hutan 

semakin bertambah. Kegagalan TPI melahirkan konsep TPTI dan HTI sehingga pihak HPH 

dilarang untuk mengekspor kayu gelondongan dan memfokuskan pengembangan kayu lapis 

sekitar tahun 1980-1990. Ketegasan pemerintah membangun HTI adalah untuk memenuhi 

kebutuhan kayu lapis yang diperkirakan memerlukan lahan seluas 62 juta hektar. Izin 

patungan antara perhutani dengan perusahaan Jepang juga memanfaatkan hutan seluas 6 

juta ha. Pada akhirnya jumlah hutan yang dijatahkan untuk HPH menambah luasan 

deforestasi hutan seperti terlihat pada tabel 1 dengan total unit HPH sebanyak 564 dengan 

luas keseluruhan 55,468,35 juta hektar. 

Implikasi dikeluarkannya peraturan baru yaitu tentang peningkatan pajak ekspor kayu 

gergajian yang sangat tinggi berkisar $ 250- US $ 2400 per meter kubik mengakibatkan 

permintaan konsumsi kertas sangat tinggi. Kondisi ini terjadi sepanjang tahun 1990-an 

pemerintah menitik beratkan pengembangan industri kertas. Para pengusaha tidak lagi 

menebang kayu berdiameter besar tapi cukup dengan kayu-kayu kecil jenis kayu lunak 

sebagai bahan baku industri pulp dan kertas. 

Luas kawasan hutan yang mengalami deforestasi semakin luas akibat kebijakan sektor 

kehutanan untuk keperluan non kehutanan antara lain pertanian pangan, perkebunan, 

perikanan, peternakan, pertambangan dan transmigrasi seperti terlihat pada tabel 2. Total 

luas kawasan non-kehutanan seluas 13,02 juta hektar yang terjadi pada tahun 1986-1987. 

Luas tutupan hutan semakin berkurang dengan bertambahnya luas hutan yang mengalami 

deforestasi pada periode 1985-1997 seluas 21,6 juta hektar dengan laju deforestasi 1,8 juta 

hektar per tahun, selanjutnya pada periode 1997-2000 seluas 8,25 juta hektar dengan laju 

deforestasi 2,84 juta hektar per tahun seperti terlihat pada tabel 3. Jadi bila dilihat dari total 

keseluruhan sejak 1985 sampai dengan 2000 adalah 21,6 juta hektar + 8,52 juta hektar 

berjumlah 30,12 juta hektar. 

Ada beberapa contoh/faktor yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi TPI 

antara lain karena sebagian besar HPH ternyata tidak konsisten melaksanakan TPI dan 

pemegang HPH menganggap sanksi terhadap pelanggaran TPI yang berupa teguran keras 

dan pencabutan ijin HPH bila terjadi kerusakan pohon-pohon muda, pohon kayu 

perdagangan atau bila kerusakan terjadi lebih dari 10% jumlah pohon inti dikatakan hanya 

omong kosong yang mengakibatkan hutan tropik alami mengalami kerusakan yang serius 

yang mengakibatkan luas tutupan hutan semakin berkurang. Kemudian kegagalan 

pelaksanaan TPI dipoles dengan lahirnya konsep Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) dan 

Hutan Tanaman Industri (HTI) yang biayanya diambil dari Dana Jaminan Reboisasi (DJR) yang 

mestinya menjadi hak hutan tropika alami. 
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Reboisasi hutan produksi tidak memiliki aturan yang jelas. Perangkat pendukung 

hanyalah berupa kewajiban HPH untuk menyetor US $ 4 per meter kubik kayu sebagian  

Dana Jaminan Reboisasi (DJR) melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980 dan 

kewajiban menggunakan sistem TPI. Jika HPH melaksanakan reboisasi maka setoran itu 

dikembalikan oleh Dephut, namun jika HPH tidak melaksanakan reboisasi maka negara 

(Dephut) harus melaksanakan reboisasi sendiri dengan dana yang super tinggi. Disamping  

itu tidak jelas berapa luas hutan yang telah direboisasi oleh pemerintah dari setoran DJR 

akibatnya sering muncul penyelewengan, seperti bunga deposito DJR sebesar Rp. 660 miliar 

dipakai untuk membangun gedung Departemen Kehutanan dan membeli Helikopter (Otto 

Soemarwoto, dkk., 1992). 

Pembangunan HTI direncanakan untuk dibangun hanya pada areal yang tidak 

produktif dalam kawasan hutan produksi atau dalam kawasan yang direncanakan sebagai 

hutan produksi. Namun demikian data lapangan menunjukkan bahwa ada kecendrungan 

untuk menebang habis areal hutan yang paling produktif guna mendapatkan kayunya. 

Kegiatan pembukaan lahan oleh Perusahaan HTI dan Perkebunan Kelapa Sawit (HGU) 

dianggap sebagai faktor utama memicu kebakaran lahan dan hutan besar-besaran di 

Indonesia pada tahun 1997-1998 (Dennis, 1999 dalam Ida Ayu Pradnya Resosudarmo, 2003) 

Disamping itu adanya kebijakan pemerintah untuk menggalakkan investasi dari dalam 

negeri yang mengundang investor asing yang diundang pada tahun 1967-1968 saat itu  

resmi dibuka bagi kalangan swasta. Berangkat dari kebijakan pemerintah tersebut dimulailah 

pembabatan hutan yang diawali dengan patungan (joint enterprise) sehingga jumlah hutan 

yang dijatahkan untuk HPH membengkak yang mengakibatkan kerusakan hutan semakin 

parah dan luas tutupan hutan pun semakin berkurang. 

Walaupun demikian pemerintah juga melakukan rehabilitasi lahan kritis baik melalui 

penghijauan maupun berupa reboisasi masing-masing capaian sekitar 5.814. 545 hektar dan 

1.221.814 hektar dengan total keseluruhan 7,04 juta hektar yang merupakan bagian dari 

komitmen REDD+ yang berupa penanaman untuk meningkatkan cadangan karbon hutan. 

Dari hasil kajian deforestasi 2000-2014 juga memperlihatkan hutan Indonesia sudah 

mengalami deforestasi sekitar 15,15 juta hektar dengan laju deforestasi sekitar 1,51 juta 

hektar per tahun. Kondisi ini terjadi sejak tahun 2000-2009 seperti terlihat pada tabel 3 

dengan perubahan luas tutupan hutan yang menyebar diseluruh nusantara, yang 

memperparah berkurangnya luas tutupan hutan akibat meningkatnya deforestasi sejak 

periode tahun 1985-2009 dengan total keseluruhan adalah 45,27 juta hektar dan degradasi 

hutan seluas 41 juta hektar pada tahun 2012 (www.rmol.com). 

Data tahun 2009 tentang luas tutupan hutan di dalam areal konsesi jelas 

mempengaruhi derasnya laju deforestasi karena masing-masing pemilik konsesi seperti HPH, 

HTI, HGU dan APL akan semaunya mengelola hutannya dan akan memperparah kerusakan 

atau  deforestasi  yang  dialami  seperti  yang  terlihat  pada  tabel  5.  Dari  ke  7  pulau yang 
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diduduki oleh para konsesi juga memperlihatkan adanya luas tutupan hutan yang tumpang 

tindih seluas 0,36 juta hektar dalam areal konsesi dan yang terluas terdapat dalam HGU di 

Kalimantan yang diikuti oleh Papua seperti terlihat pada Tabel 5. Fenomena tumpang tindih 

kawasan hutan di areal kerja HPH dengan perkebunan ataupun pertambangan sudah 

merupakan konflik kehutanan yang cukup lama dan banyak yang memunculkan 

permasalahan dalam pengurusan kehutanan terutama setelah keluarnya  UU  Otonomi 

Daerah Tahun 1999 dengan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Propinsi sebagai Daerah Otonom yang tidak diimbangi dengan pembagian kewenangan 

secara jelas, antara pusat dan daerah pada waktu itu serta penyediaan penyelesaian 

perselisihan diantara keduanya dan sering mengalami kebuntuan dan tidak ada kepastian 

hukum yang pada akhirnya tumpang tindih kewenangan dan peruntukan pun merupakan 

fenomena jamak dalam sektor kehutanan. 

Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal sudah cukup jelas dan  tegas  

tercantum didalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang termuat pada Pasal 50 

ayat (2); Pasal 50 ayat (3) huruf a – f; UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (1); UU No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf a; PP No. 45 Tahun 

2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 12 ayat (1) dan (2); dan seperti yang tertuang 

didalam Inpres No. 4 Tahun 2005 yang diperjelas dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 

3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di kawasan hutan dan 

peredarannya di seluruh wilayah Indonesia. 

Dari informasi yang diperoleh bahwa kasus pembukaan hutan secara illegal telah 

ditangani pemerintah melalui penegakan hukum. Namun kenyataan dilapangan 

menunjukkan pembalakan liar, penebangan liar dan perambahan hutan masih terus 

berlanjut. Adanya persepsi yang berkembang bahwa masyarakat yang menebang adalah 

rakyat yang mencari kehidupan yang harus dilindungi sehingga masyarakat berhadapan 

dengan pemerintah adalah isu yang tidak menguntungkan. Disamping itu minimnya jumlah 

penjaga hutan/polisi hutan yang tersedia disetiap wilayah pengelolaan hutan, sebab lain 

adalah ketidak mampuan pemerintah setempat untuk menyediakan lapangan pekerjaan 

pengganti disamping isi regulasi yang mengatur tentang kegiatan masyarakat menambang 

dan menebang belum dapat diimplementasikan. 

Dalam periode tahun 2000-2014 pemerintah juga telah melaksanakan rehabilitasi  

hutan dengan maksud untuk melestarikan hutan dengan penanaman kembali lahan-lahan 

kritis seperti terlihat pada tabel 6. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil kompilasi data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Perkembangan kebijakan sektor kehutanan dalam menyikapi perubahan iklim masih 

jauh dari harapan terlihat dari luas tutupan hutan nasional baik dalam periode 1967- 

2000, maupun 2000-2014 terus menurun, yang disebabkan oleh adanya 

usaha/kegiatan deforestasi dan degradasi hutan yang menyebar diseluruh HPH di 

Indonesia. 

2. Kegagalan pelaksanaan HPH merangsang berubahnya system penebangan hutan TPI 

menjadi TPTI, HTI, joint enterprise, HGU yang menyebabkan menurunnya luas 

tutupan hutan akibat adanya deforestasi dan degradasi hutan. 

3. Usaha konservasi sebagai bagian dari komitment REDD+ juga menunjukkan 

kegagalan akibat kawasan hutan lindung, hutan konservasi maupun hutan produksi 

tetap/terbatas ikut tergerus akibat adanya kegiatan pembangunan yang dianggap 

menguntungkan bagi penghasilan devisa Negara. 

4. Usaha penanaman melalui rehabilitasi lahan kritis masih belum memiliki data laporan 

yang akurat mengenai target/capaian yang berhasil dilaksanakan baik pada tahun 

1989 maupun dalam periode 2010-2014. 

B. Saran 

1. Sangat diperlukan data/informasi yang akurat dari luas tutupan hutan yang masih 

tersisa secara periodik dari setiap pengusaha baik dalam bentuk HPH, TPTI, HTI, HGU 

dan APL sehingga komitmen pemerintah dalam menangani perubahan iklim dapat 

terlaksana dengan sempurna. 

2. Perlu pengawasan ketat dari setiap pengusaha yang bergerak dalam bidang 

kehutanan dengan menerapkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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